SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang antara lain
menyatakan dalam Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibentuk
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat
Daya tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten

Aceh Barat Daya Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2012 tentang Penyelenggraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
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1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 21
tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi  Pemilihan  Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
443 /Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan SPIP di KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025

Menetapkan nama-nama dan kedudukan personil dalam
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana yang tercantum
dalam lampiran Keputusan ini;

Susunan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi
seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintahan di Lingkungan Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
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KETIGA : Pembiayaan yang timbul dari dibentuknya Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh
Barat Daya dibebankan pada Anggaran DIPA KIP
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2025 Nomor :
SP DIPA-076.01.02.655701/2025 Tanggal 2 Desember
2024.

KEEMPAT :  Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 23 Juni 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya ISWANDI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ACEH BARA DAYA

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR
TENTANG

: 17 TAHUN 2025
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI

INDEPENDEN

PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2025

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA tahun 2025

KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN DALAM SATUAN
TUGAS
1 2 3 4
1. | Iswandi, S.H., M.H Ketua Pengarah
2. | Deri Sudarma, S.H Anggota Pengarah
3. | Yudi Nirmansyah, S.Pd Anggota Pengarah
4. | Masrizal, S.E Anggota Pengarah
5. | Sayuti, S.Pd.I Anggota Pengarah
6. | Mahrizal, S.E Sekretaris Penanggung Jawab
Kasubbag Teknis,
7. | Indriyanto, S.E Peny elengga raan Pemilu, Ketua
Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat
8. | Mega Silfiani, S.H Kasubbag Hukum dan Fasilitator
SDM
9. | Nadia Kurniati, S.AP Kasubbag Keuar.lge.m, Fasilitator
Umum dan Logistik
. Kasubbag Perencana, -
10. | Yuyun Arizal, A.Md.., S.H Data dan Informasi Fasilitator
. . Penelaah Teknis Petugas Penyusun
11. | Rifa Yasirah, S.H Kebijakan Administrasi
12. | Widarwati Pengolah Datg dan Petugas_ Renyu§un
Informasi Administrasi
Penyusun Materi Hukum Petucas Penvusun
13. | Lidya Aulia A, S.H dan Perundang- £as Fenyus
Administrasi
Undangan
Penyusun Materi Hukum Petucas Penvusun
14. | Rizki Qalil Hasbuna, S.H dan Perundang- & yu
Laporan
Undangan

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 23 Juni 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,

—— Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
ﬁ;ﬂ m”‘“ﬁ}"%.
%":‘q.

ttd
ISWANDI

abaratdaya



